BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

: bahwa  untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan
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Mengingat

Daerah Kabupaten Boalemo Nomor ... Tahun 2016 tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Boalemo tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
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Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

WABUP

B

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

SEKDA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
jZ. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

ASS I

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan

KABAG HUKUM

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899)



10.

10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang
Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3965);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahén
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentémg
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubi‘ik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba"j;én
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairriggé
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsié
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090);

.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggola Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712); o
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaiféh
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); '
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Déna
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rpublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inodnesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585); | :
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenténg
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 -
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentap;g
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaré
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaré
Republik Indonesia Nomor 5219);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo
Nomor 171);

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2014 Nomor 7); yang telah diubah dengah
Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5

Tahun Aggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Tahun 2015 Nomor S5); K
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 20195, (Berita Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun 2014 Nomor 40); yang telah diubah dengan

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 2015 tentang



Menetapkan :

PERATURAN BUPATI
PERTANGGUNGJAWABAN

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupatén

Boalemo Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

BOALEMO TENTANG PENJABARAN
PELAKSANAAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2015, |

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

¢. Lain - lain Pendapatan yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Bunga
3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5)
6)

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1)
2)
3)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Delisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa

LLebih  Pembiayaan

Rp. 79.316.927.660,81

Anggaran

Rp 43.432.090.348,00
Rp 592.552.343.952,00
Rp 74.816.254.788,00
Rp 710.800.689.088,00

Rp257.221.647.267,00
Rp 3.631.736.405,00
Rp 3.429.380.000,00
Rp 220.000.000,00
Rp 40.522.169.937,00
Rp 0,00
Rp305.024.933.609,00

Rp 32.500.929.643,00
Rp145.257.088.914,00
Rp205.373.763.923,00
Rp383.131.782.480,00
Rp688.156.716.089,00
Rp 22.643.972.999,00

Rp 63.474.465.774,81
Rp 6.801.511.113,00
Rp 56.672.954.661,81

berkenaan

Tahun



Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati
Boalemo ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan
Realisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagimana dimaksud
pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
Boalemo ini.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Boalemo ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta




